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Berdasarkan surat dari Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia LKPP Rl Nomor 7218/D.3/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal sebagaimana
tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa perpanjangan Sertifikat Keahlian
Tingkat Dasar PBJP tidak lagi diperlukan karena berdasarkan Pasal 33 Peraturan Kepala LKPP
RI Nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar
PBJP disebutkan bahwa Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP yang masih berlaku L2, L4 dan
L5 maupun Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP yang masih berlaku atau telah habis masa
berlakunya tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku dengan seumur hidup.

Adapun Kewajiban Pemegang Sertifkat sesuai dengan pasal 27 Peraturan Kepala LKPP
Nomor 23 tahun 2015 ialah :

1. Menjaga Integritas;

2. Menyebarkan pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa,
3. Meningkatkan kompetensi; dan

4. Mengisi log Book.

Oleh karena itu Pemegang Sertifikat wajib aktif dalam kegiatan yang dapat meningkatkan
kompetensi PBJP serta mengisi Logbook (sertifikasi.lkpp.go.id) sebagai validasi database
Pemegang Sertifikat. Logbook juga berfungsi untuk memantau akitivitas Pemegang Sertifikat dan
menjadi media cetak ulang sertifikat apabila diperlukan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
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Tembusan :
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.



